JURNAL MEBUAKAN EXONOM!

Evaluasi terhadap Fungsi dan
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Sebagai tanggapan terhadap tuntutan globalisasi dan dalam
upaya menciptakan perekonomian yang efisien, padatahun 1999
indonesia memberlakukan Undang-Undang No.5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktik Monopolidan Persaingan Uscha Tidak
Sehat. Lembaga independenyang berwenangmenegakkan hukum
persaingan usaha adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha
{KPPLY). Kajfian ini bertujuan melakukan analisis terhadap fungsi
dan kedudukan KPPU dalom upaya penegakan Ul tersebut. Hasil
analisis menyimpulkan bahwa (1) KPPUmernupakan lembaga yong
bersifatindependen dan depatdikategorikan sebagai organisasi
“Quangos’{Quasi- autonomous Non govemnmental organization),
{2} KPPU menjalankan fungsi ganda (dual function) yakni fungsi
eksekutif dan fungsi yudikatif, (3} Sinergi dan kerja sama antara
KPPUdengan berbagaiinstansiterkait, terutama instansi-instansi
yang menjalankan yudikatif, belum berjalan dengan harmonis,
dan (4) KPPU telaf berupaya menegakkan filosofi pengaturan
persaingan usaha yang sehat di indonesia untuk menciptakan
kesejahteraan masyarakat {social welfare).

Kata kunci: persaingan usaho, KPPU, kefembagaan
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Ekonomi persaingan usaha dapat
ditelaah dari dua sisi, yaitu sisi pelaku
usaha atau produsen dan sisi konsumen.
Dari sisi produsen, ekonomi persaingan
usaha berbicara mengenai bagaimana
perusahaan menentukan strategi bersa-
ing, apakah dilakukan dengan cara sehat
atau saling mematikan. Dari sisi konsumen,

persaingan usaha terkait dengan seberapa
tinggi harga yang ditawarkan dan sebe-
rapa banyak ketersediaan pilihan. Kedua
faktor tersebut akan menentukan tingkat
kesejahteraan konsumen atau masyara-
kat. Oleh karena itu, salah satu tujuan dari
kebijakan persaingan usaha (competition
policy) adalah untuk meningkatkan kese-
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jahteraan {weffare) melalui peningkatan

kesejahteraan konsumen (consumer surplius)

dan produsen {producer surplus).
Di era Pemerintahaan Soeharto atau

Orde Baru, praktik persaingan usaha tidak

sehat sangat banyak dijumpai. Menurut

Hasan (2005}, ciri-ciri dari praktik usaha

pada masa Orde Baru adalah:

{1} Unregulated, yaitu nyaris tanpa aturan.
Ciri ini berkaitan dengan struktur
kekuasaan yang memusat pada diri
seorang presiden. Saat itu hampir ti-
dak ada kebijakan tentang praktik
usaha yang berwawasan kepen-
tingan publik;

{2) Concentrated, yaitu terpusat baik be-
rupa monopoli atau oligopoli. Pada
masa itu praktik perekonomian ter-
pusat pada beberapa gelintir pelaku
usaha melalui proses nepotisme;

{3} Protected (dilindungi} dan No Compe-
fiticn (tanpa persaingan}. Sebagian
besar dunia usaha industri yang mem-
peroleh hak monopoli dan oligopoli
diproteksi sedemikian rupa dengan
kebijakan pemerintah. Proteksiini tidak
hanya terbatas pada komoditas strate-
gis yang menguasai hajat hidup orang
banyak, tetapi meluas pada berbagai
komoditas lain;

{4) Previledge, atau perlakuan khusus. Di
antara yang memperoleh perlakuan
khusus dari kebijakan pemerintah ada-
lah keluarga pejak:at mulai dari ting-
kat paling atas hingga paling bawah.

Implikasi paling nyata dari struktur
ekonomi seperti itu adalah alokasi sumber
daya ekonomi yang timpang antarsektor,
antarkelompok usaha dan antardaerah.

Masyarakat menanggung beban harga

yang iebih mahal dari yang seharusnya.

Disamping itu, perburuan rente dan prak-
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tik-praktik kolusi tidak dapat dihindari.
Akibatnya, prinsip good governance sebagai
paradigma penyelenggaraan pemerin-
tahan sama sekali tidak terwujud.

Memasuki dekade 1990-an Indone-
sia dihadapkan pada tuntutan perda-
gangan bebas sesuai kesepakatan Asean
FreeTrade Agreement {AFTA),World Trade
Organization {WTO), dan Asia Pacific
Economic Cooperation {APEC). Semua ke-
sepakatan itu mengharuskan Indonesia
membuka diri dan tidak boleh membe-
rikan pertakuan diskriminatif terhadap
pelaku usaha,

Sebagai tanggapan terhadap tun-
tutan globalisasi tersebut dan dalam
upaya menciptakan iklim ekonomi yang
sehat, pada tahun 1999 Indonesia mem-
bertakukan Undang-Undang {UU) No.5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktik
Monopeli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat. Pemberlakuan UU tersebut tentu-
nya akan mempengarchi praktik perda-
gangan internal dan eksternal Indonesia
sehingga mampu menciptakan praktik
usaha yang semakin sehat dan mening-
katkan efisiensi perekonomian. Terdapat
dua efisiensi yang ingin dicapai oleh UU
tersebut yaitu efisiensi bagi produsen
dan efisiensi bagi masyarakat.

Dibandingkan sejurnfah negara lain,
Indonesia sudah sangat ketinggalan da-
lam pemberfakuan peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan praktik
monopoeli. Di Amerika Serikat, UL yang
melarang praktik monopoli dan persa-
ingan usaha tidak sehat sudah lama se-
kali diberlakukan. Bahkan jauh sebelum
ada UU tersebut, yaitu sebefum berlaku-
nya Sherman Act pada tahun 1890, penga-
dilan Amerika Serikat telah memberikan
putusan-putusan mengenai larangan
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praktik monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat berdasarkan common law
{Syahdeini 2002).

Selain Amerika Serikat, Jepang juga
menmiliki UU serupa berisi larangan prak-
tik monopoli dan persaingan usaha tidak
sehat, Larangan ini pertama kali diatur
dalam Law Relating to Prohibition of Profit
Monopoly and Methods of Preserving Fair
Trade yang diberlakukan pada tanggal 14
April 1947, Selanjutnya UU tersebut me-
ngalami perubahan sebanyak 44 kali dan
terakhir menjadi The Antimanopoly Law.

Keberhasilan dalam penerapan un-
dang-undang yang mengatur persaingan
usaha akan sangat bergantung pada ki-

nerja kelembagaan yang menegakkan dan-

mengawasi pelaksanaan hukum. Aspek
kelembagaan mencakup (1) tugas pokok
dan fungsi, {2) struklur organisasi termasuk
sumber daya manusia, dan (3) prosedur
kerja atau tata laksana. Kemandirian badan
atau komisi ini tidak hanya berupa ter-
lepasnya dari pengaruh dan tekanan pe-
nguasa, tetapi juga dari berbagai pihak
lain yaitu para pelaku usaha dan masya-
rakat. Komisi juga harus bebas dari pe-
ngaruh penguasa atau pengelola mone-
ter. Dengan demikian komisi dapat meng-
hindari segala bentuk kooptasi dari ber-
bagai pihak.

Instansi yang ditugasi untuk mene-
gakkan hukum persaingan usaha adalah
Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau
KPPU. Komisi ini bersifat independen da-
lam menjalankan tugas dan kewajibannya,
terlepas dari pengaruh dan kekuasaan
Pemerintah dan pihak lainnya. Komisi ini
bertanggung jawab langsung kepada
Presiden, Proses dan prosedur pencalon-
an anggota komisi sampai dengan peng-
angkatannya diatur oleh UU.
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Sejauh ini, KPPU telah dapat menja-
lankan tugas dan kewajibannya seba-
gaimana diatur oleh UU. Narnun dalam
menyikapi kebijakan Pemerintah yang
bertentangan dengan filosofi UU terse-
but, KPPU hanya diberi kewenangan se-
batas memberi saran dan menghimbau.
KPPU tidak memiliki kewenangan untuk
menganulir suatu peraturan yang diang-
gap bertentangan dengan UU anti mo-
nopoli itu sendiri. Masalah lainnya yang
dihadapi KPPV adalah status kelemba-
gaan sekretariat, sumber anggaran, dan
sumber daya manusia pendukungnya.
Demikian juga dengan kedudukan lem-
baga ini dalam hukum acara di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk (1}
mengkaji fungsi dan kedudukan lernbaga
KPPU dalam penegakan peraturan persa-
ingan usaha di Indonesia, {2) mengkaji
kinerja KPPU dalam kaitannya dengan
berbagai kelemahan yang dihadapi.
Analisis dilihat dari sisi kelembagaan khu-
susnya yang berkaitan dengan {3} status
KPPU dalam struktur dan sistem kelemba-
gaan berkaitan dengan implementasi hu-
kum persaingan di Indonesia, dan (b} ke-
tersediaaan sarana dan prasarana, yaitu
sumber daya manusia dan sumber dana
yang dibutuhkan dalam operasional KPPU
sebagai lembaga yang bertanggung ja-
wab untuk menciptakan persaingan usaha
yang sehat melalui hukum persaingan
di Indonesta.

METODE PENELITIAN

Selain melakukan pengumpulan
data dan pengunduhan data dari inter-
net, analisis terhadap kinerja organisasi
KPPU menggunakan dua cara yaitu {1) seif
assessment, atau penilaian internal de-
ngan menggunakan sistem pengukuran
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kinerja organisasi pemerintah (SPeKOP),
dan {2} persepsi dari pihak terlapor se-
bagai penilaian eksternal, dengan me-
makai metoda wawancara. Responden
dipilih secara acak dari para pihak ter-
lapor serta para pejabat dan staf yang
terkait di KPPU.

Anallsis SPeKOP

SPeKOP digunakan untuk melaku-
kan analisis terhadap kinerja organisasi
KPPU. Kinerja dimaksud menyangkut ma-
salah kewenangan dan sumber daya ma-
nusia serta profesionalisme dari sumber
daya manusia tersebut. Sistem yang di-
kembangkan oleh Lembaga Administrasi
Negara {LAN) ini memungkinkan setiap
organisasi pemerintah mendiagnosis ki-
nerjanya sendiri atau dievaluasi oleh or-
ganisasi lain. Hasil evaluasi kemudian di-
gunakan untuk tujuan peningkatan atau
perbaikan kinerja {LAN 2004).

Dengan hasil evaluasi menggunakan
SPeKOP tersebut setiap organisasi peme-
rintah dapat melakukan hal-hal sebagai
berikut:

{1) Peningkatan pelayanan képada pi-
hak yang dilayani;

(2) Peningkatan efektivitas dan kdpa-
bilitas keseluruhan orgahisasi;

(3) Peningkatan proses peibelajaran
individu dan organisask.

SPeKOP mendeskripsikan drijahisasiyahg

berkinerja tinggi sebagai barikut:

(1} Adanya pegawal yang tarpadu
{cohesive) dan terampil;

(2) Adanya fleksibilitas dalam organisasi
dan kemampuan mendapatkan sum-
ber dari luar;

(3) Adanya perencanaan yang baik dan
adanya produktivitas dan efisiensi

yang tinggi;
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(4} Adanya penyebaran informasi dan
stabilitas dalam organisasi.
Faktor-faktor yang diukur dalam SPeKOP
adalah:
(1} Kepemimpinan;
{2) Perencanaan stratejik;
{3} Faktor eksternal;
{4) Proses internal;
(5) Sumber daya manusia;
{6) Sistem informasi manajemery;
{7} Hasil sesuai tujuan organisasi.
Pengumpulan data dilakukan de-
ngan memakai daftar pertanyaan yang
terdiri dari 7 bagian dan 35 buah perta-
nyaan. Setiap pertanyaan disediakan lima
jawaban yang dapat dipilih oleh respon-
den yaitu sangat tidak setuju (STS), tidak
setuju {TS), ragu (R}, setuju (S) dan sangat
setuju (55). Skala pengukuran yang di-
pakai adalah skala interval dengan skor
atau nilai untuk setiap jawaban sebagai
berikut: 5TS=1, T5=2, R=3, 5=4, dan 55=5.
Dengan demikian secara kumulatif nilai
terendah 35, dan tertinggi 175. Untuk me-
ngetahui korelasi antara pertanyaan dan
jawaban akhir dilakukan uji statisttk de-
ngan memakai program SP5S versi 10.0.
Kategori penilaian dibagi menjadi tiga
yaitu rendzh(35-81), sedang {82-128) dan
tinggi (129-175).

Anallsis Pambandingan

ajian ini juga melakukan analisis
dengan membuat pembandingan antara
*KPRU dan organisasi serupa yang terda-
pat di negara lain. Berbagai komisi yang
serupa denyan KPPU telah didirikan di
berbayai negara -dengan beragam ben-
tuk dankewehanyyan yang berbeda. Dari
data yang dikempulian oléh Federal Trade
Commission of USA (FTCQ) diketaghui-seba-
nyak 105 negara di seluruh dunia telah




Mail yoheo.comEvaluas! tethadap Fungsi den Kedudukan Komis! Pengowos ..o oeecoccocoreveceen firna Irmolina Daud)

memiliki kemisi yang berfungsi untuk
mengawasi persaingan usaha yang sehat.
Untuk mengetahui keragaman tersebut
di antara negara yang memiliki komisi
sermacam KPPU, kajian ini melakukan pem-
bandingan pada sejumlah aspek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Fungsi dan Kedudukan KPPU

Bagian awal dari analisis ini me-
nyangkut fungsi dan kedudukan KPPU
di dalam tatanan sistem pemerintahan
di Indonesia.

Strategl dan Pragram KPPU. Pelak-
sanaan UU secara efektif merupakan per-
syaratan mutlak bagi terwujudnya mak-
sud dan tujuan yang ingin dicapai oleh
UU tersebut. Sebagaimana terjadi di
negara-negara lain, keberadaan UU anti
monopali ini membuat Indonesia telah
berketetapan untuk dapat segera menja-
dikan mekanisme pasar sebagai kaidah
ekonomi yang berlaku,

Undang Undang No.5 Tahun 1959
secara substansial telah memenuhi stan-
dar internasional karena mengandung
antara lain:

1. Perjanjian yang dilarang yaitu oligo-
poli {pasal 4}, penetapan harga (pasal
5,6,7,8), pembagian wilayah (pasal 9),
pemboikotan (pasal 10), kartel (pasal
11}, trust (pasal 12}, oligopsoni {pasal
13), perjanjian tertutup (pasal 15), dan
perjanjian dengan pihak luar negeri
{pasal 16);

2 Kegiatan yang dilarang yaitu mono-
poli {pasal 17), monopsoni (pasal 18},
penguasaan pasar (pasal 19,20,21),
dan persekongkolan {pasal 22,23,24);

3. Posisi Dominan, mencakup batasan
posisi dominan (pasal 25}, jabatan

rangkap (pasal 26), pemilikan saham
(pasal 27}, serta penggabungan, pele-
buran dan pengambilalihan (pasal 28
dan 29).

KPPU pada dasarnya memiliki wjuh
tugas,yang dapat diringkars sebagai berikut:
1. Penilaian perjanjtan yang dilarang;
2. Penilaian kegiatan yang dilarang;

3. Penilatan penyalahgunaan posisi do-
minan;

4. Pengambilan tindakan sesuai wewe-
nang;

5. Perekomendasian kebijakan kepada
Pemerintah;

6. Penyusunan pedoman/publikasi;

7. Pelaporan kepada Presiden dan DPR.

KPPU mempertanggungjawabkan
pekerjaannya kepada Presiden secara
langsung. Sejauh ini, KPPU bersifat inde-
penden mulai dari proses pencalonan
anggota Komisi sampai dengan peng-
angkatannya. KPPU juga bersifat inde-
penden dan mandiri dalam pengambilan
keputusan.

Tujuan Undang-Undang Larangan
Monaopoli

Filosofi pengaturan persaingan usa-
ha di Indonesia pada hakekatnya adalah
untuk penciptaan level of playing field yang
sama bagi seluruh pelaku usaha sehingga
pengusaha dapat bersaing dengan adil
dan tanpa hambatan. Untuk dapat bersa-
ing, pengusaha harus mampu menekan
biaya produksi dan melakukan efisiensi.

Di sisi konsumen, dengan harga yang
lebih rendah akan banyak barang atau
jasa yang diminta oleh konsumen. Pilihan
konsumen terhadap jenis barang dan
jasa yang tersedia di pasar juga semakin
beragam akibat semakin banyaknya pro-
dusen yang masuk ke dalam pasar. Pada
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akhirnya, masyarakat secara urnum akan
leblh seJahtera karena kepuasan mereka
menlngkat akibat bertambahnya jumlah
bareng dan jasa yang dapat dikonsumsl.
Filosofl dari kondisi tersebut digambar-
kan secara diagram pada Gambar 1.

Organisasidan Sumber DayaManusia di
KPPU

Qrganisasi KPPU terdiri darl dua ke-
lompok yakni anggota Komlsl dan Sekre-
tariat komish. Anggota Komisi dipillh se-
cara terbuka dari pelamar yang berasal
dari berbagal kalangan, dan kemudlan
diseleksi dan dipllih menjadt calon ang-

gota Komisl. Daftar calon Inl kemudian

diserahkan kepada Presiden untuk dlte-
tapkan setelah mendapat persetujuan
PR

Keanggotaan Komisi, sebagaimana
yang tercanturn dalam Pasal 31, terdiri dari
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sekurang-kurangnya tujuh orang terma-
suk ketua dan wakil ketua. Anggota Komis]
diangkat dan diberhentikan oleh Pre-
siden atas persetujuan DPR, dengan masa
Jabatan selama lima tahun dan dapat di-
angkat kemball untuk satu kali masa ja-
batan bertkutnya. Dalam pelaksanaan-
nya, pemllihan keanggotaan ini telah
berjalan baik, dimulal dengan penca-
lonan, pengujian, pemllihan dan peng-
usulan kepada Preslden telah dilakukan
secara tertib dan transparan.

Di dalam ketentuannya, Kemisi ber-
kedudukan di Ibukota Negara Republik
Indonesla, Kantor perwakllan dapat dibula
di kota provinsi. Saat Inl kantor perwa-
kilan di daerah telah dibuka di Medan,
Surabaya, Makassar dan Ballkpapan de-
ngan masing-maslng memiliki staf seba-
nyak dua orang dengan pendanaan darl
Komisi Pusat.

Gambar 1.
Filosofi Pangaturan Persaingan Usaha di Indonesia

PENGATURAN PERSAINGAN USAHA PADA HAKEKATNYA
ADALAH UNTUK MENCIPTAKAN “LEVEL OF PLAYING
FIELD™ YANG SAMA D] ANTARA PELAKVU USAHA

EFISIENS]
MENINGKAT

HARGA
TURUN

TERJANGKAU
BANYAK PILIHAN

(WELFARE}:

MAKA DAPAT DIKATAKAN BAHWA UU NO. 5/1999 DIARAHKAN UNTUK
BERPIHAK KEFADA MASYARAKAT KONSUMEN
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Dalam menjalankan tugas sehari-
hari, sesuai ketentuan pasal 34, Komisi
dibantu oleh sebuah sekretariat yang
dipimpin oleh seorang direktur eksekutif
dan beberapa direktur lainnya. Sekreta-
riat Komisi menjadi unsur pendukung
utama Komisi dalam bekerja sesuai ke-
tentuan YU, Susunan organisasi Sekreta-
riat Komisi terdiri dari (1) direktur ekseku-
tif, (2) direktur penegakan hukum, (3}
direktur komunikasi, {4} direktur kebijakan
persaingan, dan (5) direktur administrasi.
Masing-masing direktur membawahi se-
jumlah sub-direktorat yang terkait dengan
bidangnya, dilengkapi dengan bagian
tata usaha sebagai unit pelayanan.

Hingga Desember tahun 2003 lalu,
staf Sekretariat KPPU berjumlah 110
orang. Dari jumiah tersebut, sebanyak 91

Tabel 1.

hadap Fungsi dan Xedudukan Komiyi P

g titna irmallna Doud}

orang di antaranya berstatus bukan pe-
gawai negeri sipil {(non-PNS). Pegawainon-
PNS ini sebagian besar sudah menjadi
pegawai tetap KPPU. Perincian jabatan dan
jumlah pegawai disajikan pada Tabel 1.
Mengingat bidang tugas KPPU ada-
lah penegakan hukum yang terkait de-
ngan ekenomi, seyogyanya pegawai yang
memiliki latar belakang pendidikan atau
keilmuan hukem dan ekonomi mendu-
duki porsi yang lebih besar dibanding-
kan disiplin ilmu lainnya. Namun pada
kenyataannya, pegawai Sekretariat Ko-
misi yang berlatar belakang pendidikan
ilmu hukum dan ekonomi masing-ma-
sing hanya sekitar 16 dan 17 persen.
Berdasarkan berbagai peraturan
perundangan, dalam hal ini UU tentang
Kepegawaian dan UU tentang Keuangan

Nama Jabatan dan Jumlah Pejabatnya
{per Desember 2005)

NO JABATAN JUMLAH
{ORANG)
1 | DIREKSI 6
2 | KEPALA SUB-DIREKTORAT 5
3 | KEPALA KANTOR PERWAKILAN DAERAH 2
4 | INVESTIGATOR SENIOR 2
5 | INVESTIGATOR YUNIOR 17
6. | ANALIS KEBUAKAN PERSAINGAN 5
7 | ASISTEN ANALIS KEBIJAKAN PERSAINGAN 4
8 | PANITERA 6
o | ASISTEN PANITERA 2
10 | STAF PROFESIONAL 19
11 | BILINGUAL STAF 22
12 | OPERATOR KOMPUTER 2
13 | KURIR 2
14 | PENGEMUDI 2
15 | SATPAM (DI PUSAT DAN DAERAH) 10
16 | PRAMUBAKTI 4
JUMLAH 110

Sumnen Wawancara Kasubdit SDMKPRU, 2006
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Negara, pegawai lembaga independen
seperti XPPU haruslah berstatus PNS,
Namun pada kenyataannya, pegawai
Sekretariat KPPU pada saatini terdiri dari
PNS dan non-PNS. Kondisi ini dapat meng-
ganggu suasana kerja di Sekretariat Ko-
misi karena berkaitan dengan jenjang
karir dan berbagai ketentuan lain ten-
tang kepegawaian.

Dinamika Kelembagaan

Independensi kelembagaan berawal
dari Trias Politica yang berarti terdapat
pemisahan kekuasaan secara horizontal
antara legisiatif, elisekutif, dan yudikatif,

Pada perkembangannya datam satu
wilayah kekuasaan terjadi pemisahan
peran. Sebagai contoh, dalam kekuasaan
eksekutif terdapat beberapa lembaga
atau instansi yang menjalankan fungsi
pemerintahan namun dijalankan oleh
aparat non PNS. Kondisi ini dikenal seba-
gai quasi public sebagaimana terjadi pada
Badan Usaha Milik Negara (BUMN}, Komi-
si Pernilihan Umum (KPU) dan Komisi Na-
sional Hak Azazi Manusia {(Komnas HAM}.
Fungsi yang dilakukan oleh lembaga-
lembaga tersebut adalah sebagai ekse-
kutor, disamping juga sebagai operator.

Kondisi serupa juga terjadi pada saat
terjadi pemisahan kekuasaan atau inde-
pendensi antarwilayah kekuasaan negara
(cross of power). Ini artinya suatu lembaga
yang menjalankan fungsi ganda (dual
function). Fungsi ganda bisa mencakup
kekuasaan legislatif dan kekuasaan ekse-
kutif semisal Komisi Penyiaran Indonesia
{KPl), atau bisa juga mencakup kekuasaan
eksekutif dan kekuasaan yudikatif se-
perti halnya KPPU.

Dari kriteria di atas, KPPU adalah lem-
baga yang menjalankan fungsi ganda
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mencakup fungsi eksekutif dan fungsi
yudikatif sebagai Quasi Peradilan Inde-
penden. Namun begitu, fungsi ganda yang
diemban KPPU adalah suatu jalan keluar
yang baik karena fungsi yang dilakukan
oleh KPPU bisa diserahkan kepada ekseku-
tif atau kepada yudikatif semata. Apabila
diserahkan kepada kekuasaan eksekutif
maka keputusan yang dibuat tidak akan
menrniliki kekuatan hukum yang mengikat.
Bila diserahkan sepenuhnya kepada keku-
asaan yudikatif, proses penanganan la-
poran akan panjang karena harus meng-
ikuti prosedur hukum acara yang berlaku
pada sistem hukum di Indonesia. Sifatdan
dinamika kelembagaan ini secara diagram
disajikan pada Gambar 2.

Sumber Anggaran KPPU

Sejak berdiri hingga tahun 2004 pen-
danaan KPPU rasih berasal dari anggaran
proyek yang dibawahi Sekretariat Jende-
ral Departemen Perindustrian dan Perda-
gangan. Pada tahun 2003 misalnya, KPPU
mendapatkan anggaran dari Proyek Pem-
berdayaan Persaingan Usaha di Depar-
temen Perindustrian dan Perdagangan
sebesar Rp24,9 miliar (KPPU 2005). Pada-
hal pasal 37 UU No.5 Tahun 199% menga-
takan bahwa KPPU berhak mendapatkan
anggaran yang bersumber dari APBN
ataupun sumber lainnya. Pada tahun 2005
terdapat sedikit perubahan dalam penya-
luran dana sejalan dengan perubahan
manajemen keuangan negara. Pada tahun
tersebut, pembiayaan untuk KPPU ber-
asal dari Program Pemberdayaan Persaing-
an Usaha meski penyalurannya tetap me-
lalui dokumen DIPA (Daftar Isian Pelak-
sanaan Proyek) yang ada pada Departe-
men Perdagangan, yaitu DIPA Satuan
Kerja KPPU.
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Gambar 2.
Sifat dan Dinamika Kelembagaan
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Porsi penggunaan anggaran yang
disediakan pada tahun 2003 ditunjukkan
pada Gambar 3. Pada Gambar tersebut
tampak bahwa sebanyak 50 persen dari
dana yang dianggarkan untuk KPPU di-
gunakan untuk biaya rutin (overhead atau
recurrent cost) berupa gaji dan upah, alat
tulis kantor,serta pemeliharaan dan ope-
rasi gedung kantor. Sementara itu dana
untuk menjalankanp inisiatif KPPU, yang
tertrang di dalam pos dapa pengumpulan
dan analisis data Japangan, hanya men-
dapat porsi sebanyak 10 persen dari total
anggaran. Keadaan ini mengakibatkan
KPPU menjadi institusi yang cenderung
bertindak pasif, lebih banyak menunggu
laporan dari masyarakat ketimbang aktif
mencari informasi sendiri {inisiatif).
Mengingat posisi KPPU sebagai lembaga
yang bersifat independen dengan tugas

yang amat strategis yakni pengawasan
atas pelaksanaan suatu UU, sumber dana
bagi penyelenggaraannya sudah seha-
rusnya berasal dari mata anggaran sendiri,
tidak dltumpangkan pada instansi lain
apalagi ditumpangkan pada anggaran
sebuwah departemen.

Pelaksanaan Tugasdan Fungsi KPPU

Dalam menjalankan tugas dan
fungsinya, KPPU menegakkan payung
hukum melalui pengaturan persaingan
usaha yang sehat. Pengaturan persaingan
usaha Jelas sarat dengan pertimbangan
aspek ekenomis di samping aspek yuri-
dis sehingga untuk membangun citra
keadilan dalam setiap putusan tentang
persaingan usaha diperlukan wawasan
ekonomi terutama dari setiap pengambil
keputusan yaitu hakim, pengacara dan
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Gambar 3.
Porsl Penggunaan Anggaran KFPU pada Tahun 2003
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pihak-pihak terkait lainnya. Dalam hal
penegakan hukum, KPPU dapat bersifat
aktif maupun pasif. Aktif berarti KPPU da-
pat membuat laporan inisiatif berdasar-
kan kajian dan analisis yang dilakukan
sendiri oleh KPPU, atau berdasarkan la-
poran dari masyarakat. Kedua Jenis laporan
tersebut memiliki kedudukan yang sama
dalam penanganannya.

Dari tahun ke tahun masyarakat se-
makin mengetahui dan menyadari keber-
adaan KPPLU. Hal ini terbukti dengan me-
ningkatnya jumlah laporan yang diterima
KPPU dari masyarakat pada kurun waktu
tahun 2002-2005 sebagaimana ditunjuk-
kan pada Gambar 4. Laporan dari masya-
rakat dapat berasal dari masyarakat luas
selaku konsumen, dari para pelaku usaha
yang merasakan adanya persaingan
tidak sehat di antara mereka, dan her-
dasarkan info dari media massa. Investi-
gasi atau penyidikan yang dilakukan KPPU

GAJIDANUPAH
34%

ATKDAN GEDUNG
6%

pada awalnya bersifat tertutup dalam
rangka melindungi penyidik maupun
terlapor. Apabila ditemui pelanggaran,
KPPU dapat memberikan sanksi setelah
mendengarkan paparan dari parR penyi-
dik dan pemeriksaan darl terfapor. Selama
periede tahun 2000-2005 KPPU telah
menerima sebanyak 265 laporan dan 172
buah di antaranya berkaitan dengan per-
saingan usaha, Berdasarkan isi materi,
laporan tersebut dapat dikelompokan
menjadl delapan yaitu {1} dugaan perse-
kongkolan tender, (2} penguasaan pasar,
(3} penetapan harga, (4) perjanjian tertutup,
{5} monopoli, {6} oligopoll, (7) jual rugi, dan
(8) penyalahgunaan posisi dominan.

Penanganan Perkara oleh KPPU

Penanganan perkara oleh KPPU me-
liputi kegiatan pemantauan (monitoring)
dan litigasi {litigation}. Pemantauan di-
maksuc_ikan untuk memantau segala tin-
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Gambar 4.
Jumiah Laporan yang Diterima KPPU Tahun 2000-2005

2000 2001 2002
Sumber: KPPU (2005}

dak tanduk para pelaku usaha. Apablla
terdapat perilaku yang teridentifikasi
melanggar UU, laporan dapat difadilan se-
bagal perkara yang bersifar inisiatif dari
KPPU. Proses litigasi adalah proses bagi
mereka yang mengajukan keberatan
setelah mendapatkan putusan dari KPPU.
Dari 172 laporan yang terkait lang-
sung dengan persoalan persaingan usa-
ha, hanya 40 buah yang dapat diteruskan
menjadi perkara karena di dalamnya
terdapat indikas| adanya pelanggaran
UU. Sebanyak 46 persen dari perkara
tersebut menyangkut masalah tender.
Pada Gambar 5 ditunjukkan keseluruhan
klasifikasi laporan dan perkara yang
ditanganl KPPU hingga tahun 2005,
Sejak berlaku efektifnya UU No.5
Tahun 1999 sampal saat ini, KPPU telah
menangani 265 kasus. Dari jumlahinl, 175
kasus (66 persen) berasal dari laporan
masyarakat dan 99 kasus {34 persen) atas
inisiatif KPPU sendiri. Setelah dilakukan
pemeriksaan balk terhadap pelapor mau-

2004 2005

pun terlapor yang dilenglapi pula dengan
pemeiriksaan bukti dan saksi, hingga tahun
2005 KPPU telah mengeluarkan sebanyak
33 putusan dari 40 perkara yang dlperiksa.

Apabila diteliti lebih jauh keten-
tuan yang terdapat dalam UL ini, dike-
tahui bahwa KPPU sebagai lembaga yang
paling bertanggung jawab melaksana-
kan UU ini tidak memiliki kewenangan
untuk menjatuhkan sankst pidana. Sanksi
pidana menurut U Ini merupakan yuri-
diks} peradilan, Komisi hanya mempunyai
wewenang memberikan sanksi adminis-
tratif saja.

Pasisi KPPU sebagai Tergugat dalam
ProsesBanding

Penegakan hukum yang dilakukan
oleh KPPU tidak terlepas dari sistem hu-
kum yang berlaku di Indonesia. Peran
KPPU ini mencakup mulai dari peneri-
maan laporan, penelitian, penyidikan
hingga memberikan putusan yang meng-
lkat secara hukum. Namun KPPU masih
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Gambar 5.
Klasifikasl Tipa Kasus (2000-2005)
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menghadapi sejumlah hambatan dalam
pelaksanaan tugas tersebut, Hal ini terjadi
karena penyelesaian perkara-perkara pe-
langgaran UU tidak diatur secara rinci dan
jelas, prosedur beracara tentang perkara
persaingan usaha tidak diatur secara tegas,
dan peran lembaga peradilan tidak kon-
sisten dalam menangani keberatan terha-
dap putusan KPPU, Implikasinya, terjadi
penafsiran herbeda-beda dalam imple-
mentasi penegakan UU No.5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat, terutama
dalam proses lanjutan penanganan perkara.

Jika terlapor yang sudah dikenai
sanksi fidak mengindzahkan sanksi secara
sukarela, KPPU dapat memaksa pelaksa-
naan sanksi tersebut dengan bantuan
pengadilan atau melimpahkan kasusnya
kepada polisi atau jaksa untuk penyidikan
dan pengadilan sebagai kasus pidana.
Terlapor yang telah dikenai sanksi tetapi
merasa tidak puas atau keberatan atau
menolak putusan KPPU tersebut dapat
menempuh hukum acara yang telah di-

25 30 35 40 45 50

tentukan. Ketentuan ini tertuang dalam
Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI
Nomor 01 Tahun 2003.

Berdasarian Perma tersebut, hukum
acara yang digunakan dalam pemeriksa-
an perkara-perkara keberatan yang di-
ajukan melalui Pengadilan Negeri yang
sebelumnya memakal Hukum Acara Per-
data telah berubah, dan disesuaikan de-
ngan ketentuan di dalam peraturan ini.
Namun demikian KPPU ditempatkan se-
jajar dengan terlapor. Implikasl dari kese-
jajaran ini adalah terjadinya penurunan
kewibawaan KPPU. Lebih jauh lagi para
terlapor akan berupaya untuk mengulur
waktu dengan melakukan upaya penga-
juan keberatan, bahkan sesuai ketentuan
di atas, dapat dilakulan pemeriksaan ulang.
Akibatnya, pelaksanaan eksekusi suatu
putusan akan menjadi sangat lambat.

Berbagal hambatan dalam upaya
penegakan hukum yang ditakukan oleh
KPPU telah mengakibatkan kinerja KPPU
menjadi tidak dapat berjalan optimal.
Beberapa peraturan pelaksanaan dari UU

{%)
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No.5 Tahun 1999 selaku sumber hukum
utama belum diterbitkan, Beberapa per-
aturan teknis yang terkait dengan pene-
gakan hukum juga belum lengkap. Di
samping itu, kewenangan quasi peradilan
dari KPPU belum didukung sepenuhnya
oleh instansi yudikatif lainnya. Pener-
bitan Perma No.1 Tahun 2003 oleh Mah-
kamah Agung telah menyulitkan posisi
KPPU menghadapi terlapor. Mestinya
antara KPPU, pengadifan, dan Mahkamah
Agung merupakan satu kesatuan yang
saling mendukung dalam menegakkan
hukum.

Dengar Pendapat dan Harmonisasl
Kebijakan

Wahana lain untuk mendapatkan
informasi dari masyarakat atau pihak ter-
kait lainnya adalah forum dengar penda-
pat. Semua hal yang disampaikan dalam
forum ini akan menjadi bahan masukan
bagi rapat Komisi. Dalam rapat tersebut
akan diputuskan mengenai ada atau
tidaknya praktik monopoli atau praktik
persaingan usaha tidak sehat. Ketika la-
poran tersebut telah lengkap, akan dilan-
jutkan dengan penyelidikan dan tidak
tertutup kemungkinan menjadi kasus atau
perkara.

Harmonisasi kebijakan merupakan
salah satu kegiatan atau program yang
dilakukan KPPU dengan tujuan untuk
menciptakan iklim persaingan usaha
yang sehat. Selain itu harmonisasi kebi-
jakan dimaksudkan untuk menjalin kerja
sama dengan instansi pemerintah lain
yang memiliki fungsi regulator di bidang
ekonomi.

Sejak tahun 2002 KPPU telah melaku-
kan evaluasi terhadap berbagai kebijakan
Pemerintah yang menyangkut persaingan

g {Ttna lrmalina Doud)

usaha. KPPU melakukan analisis secara
menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi
Pemerintah dan melakukan penilaian
apakah suatu kebijakan telah sejalan atau
bertentangan dengan prinsip-prinsip
persaingan usaha yang sehat. Selamaini,
KPPU telah melakukan evaluasi terhadap
19 kebijakan Pemerintah di berbagai
sektor terkait. Daftar evaluasi kebijakan
ekonomi yang telah dilakukan oleh KPPU
disajikan pada Tabel 2.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan
evaluasi terhadap kebijakan, KPPU mem-
berikan saran dan pertimbangan kepada
instansi yang sedang membuat atau mem-
bentuk peraturan bary dan kepada ins-
tansi yang sudah melaksanakan suatu
kebijakan yang terkait dengan persaing-
an usaha. Pertimbangan dan saran terse-
but dapat berisi saran untuk melakukan
pencabutan atau perubahan kebijakan.
Berbagai saran pertimbangan yang telah
disampaikan KPPU kepada Pemerintah
tersaji pada Tabel 3.

Anallsis KInerJa KPPU

Pengukuran kinerja KPPU dilakukan
dengan dua metode secara simultan
yakni {1) pengukuran self assessment de-
ngan menggunakan alat yang disebut
SPaKOP, dan {2} penjaringan persepsi dari
berbagai pihak dengan memakai metode
in-depthinterview.

Hasil Anallsis Kiner]a dengan Self
Assessment. Pengukuran kinerja KPPU
dengan cara self assessment dilakukan de-
ngan menggunakan alat yang disebut
SPeKOP atau Sistem Pengukuran Kinerja
Organisasi Pemerintah. SPeKQP dirancang
dalam rangka mengukur kinerja organi-
sasi pemerintah dengan mempertimbang-
kan berbagai faktor yang memengaruhi-
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Tabel 2,
Evaluast KPPU terhadap Kebijakan Pemerintah {2002- 2005}

TAHUN SARAN DAN EVALUAS! KEBLJAKAN

2002 1. SARAN KEBUAKAN KEPADA PEMERINTAH DAN DPR-RI

2003 SARAN KEBIJAKAN SEKTORMINYAK DAN GAS BUMI
SARAN XEBIJAKAN SEKTORPUPLIK

SARAN KEBIJAKAN SEKTOR TELEKOMUHNIKASI

SARAN KEBIJAKAN SEKTOR PEMASARAN SEMEN BEKU

SARAN KEBLIAKAN MENGENALSNIWAJIB TEPUNGTERIGU

T N

2004

—

EVALUASI KEBIJAKAN SEKTOR INDUSTAI ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA
EVALUASIKEBIJAKAN SEKTOR INDUSTRI AIR MINUM DALAM KEMASAN
EVALUASI KEBIJAKAN SEKTOR PIPA PEMBORAN MIGAS

EVALUASIKEBIJAKAN SEKTOR INDUSTRI PELAYARAN

EVALUASI KEBIJAKAN DALAM PERLINDUNGAN PRODUK DALAM NEGERI
EVALUASI KEBIFAKAN SEKTCR RITEL

EVALUASL KEBIJAKAN TERHADAP RUU UKM

EVALUASIKEBIJAKAN SEKTOR INDUSTRIJASATAKSI BANDAR UCIARA
EVALUASI KEBIJAKAN SEXTORTELEKOMUNIXASI

. EVALUASIKEBIJAKAN SEXTOR TRANSPORTASI UDARA

[ R N

1
[=]

2005 1. EVALUASI KEBIJAKAN TERKAIT PERSAINGAN USAHA SEKTOR INDUSTRI GARAM
2. EVALUASIKEBIJAKANTERKAIT PERSALNGAN USAHA SEKTORINDUSTRI GULA
3, EVALUAS!I KEBLJAKAN TERKAIT PERSAINGAN USAHA SEKTOR INDUSTRI

LPG

Sumber: KPPU (2005}, dlatah.

nya berdasarkan perspektif sistem. Artinya,
elemen yang diukur memiliki sifat saling
memengaruhi satu dengan lainnya, Pro-
ses ini berguna secara langsung terhadap
identifikasi berbagai kekuatan, kelemahan,
peluang, dan tantangan yang dimiliki dan
dihadapi oleh KPPU. Hasil pengukuran
ini selanjutnya digunakan untuk membe-
rikan rekomendasi dan melakukan perba-
ikan atau penyesuaian, Hasil pengolahan
data dengan menggunakan uji korelasi
menunjukkan bahwa kinerja KPPU memi-

liki jumlah nilai rata-rata sebesar 127,
Dengan jurmnlah nilai ini, kinerja KPPU ter-
masuk ke dalam kategori sedang.
PersepsiTerlaporterhadapKinerja
KPPU. Selain melalui self assessment,
penilaian juga dilakukan melalui wawan-
cara mendalam {in-depth interview) dengan
pihak-pihak yang telah melakukan inter-
aksi dengan KPPU yakni mereka yang
telah menjadi terlapor dan perkaranya
telah mendapatkan putusan dari KPPU.
Dua responden dari dua institusi yang




.

Mallyahoeo.c

Tabel 3
Daftar Saran Pertimbangan yang Disampajkan KPPU
kepada Pemerintah Indonesia {2001 - Juni 2005)

¥i lerhadap Fungsi dan Kedudukan Komist Pengowas {irna Irmoling Daud)

TAHUN

SARANPERTIMBANGAN

2002

2004

-

W N -~

B o~ W P bt bl

7]

KEPADA MENTERI ESDM, UNTUKTIDAK MELAKUKAN DISKRIMINASIHARGA

KEPADA MENTERI PERHUBUNGAN DAN TELEKOM TENTANG TARIF TAKSI
JAKARTA

KEPADA MENTERI PERHUBUNGAN DAN TELKOM PELIMPAHAN WEWENANG
PENETAPANTARIF TAKS| DARI PEMERINTAH KE ORGANDA

KEPADA MENTER|I PERHUBUNGAN DAN TELKOM UNTUK MENCABUT KEP-
MENHUBNO 2571997 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA INACA
UNTUK PENETAPAN TARIF ANGKUTAN UDARA

KEPADA MENTERL AGAMATENTANG PENGGUNAAN STIKER ATAU LABEE HALAL
KEPADA KETUA DPD ORGANDA DKI JAKRTATENTANG PENETAPANTARIF PATAS AC

KEPADA MENTERE BUMNTENTANG BONGKAR MUAT PETEKEMAS DITANJUNG PRIOK
KEPADA MENTERI KEUANGAN UNTUK MENCABUT REGULASI YANG MENDORCNG
MONOPCL DALAM PENYALURAN KREDIT KEPADA PENSIUNAN D1 JATENG DAN DIY
KEPADA MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG MENDUKUNG PENETAPAN BATAS
BAWAHTARIF ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONCMI
KEPADA PEMKOT MAKASSARTENTANG TATA EDAR FILM

KEPADA DIRJEN LISTRIKDAN ENERJIAGAR PERJANJIAN TERTUTUP ANTARA  PRODUSEN
LAMPU DENGAN KOPERASI PLN DIHENTIKAN

KEPADA MENTERI KEUANGAN AGARTETAP MEMBUKA PASAR CARBONBLACK IMPOR
KEPADA BUPATI SUKABUMITENTANG PENGATURAN TATA RUANG MINIMARKET
KEPADA MENTERIPERTANIAN TENTARG POLA KEMITRAAN PETERNAKAN AYAM
KEFADAWALIKOTA MAKASSARTENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSANTATA EDAR
FILM

KEPADA PRESIDEN R, TENTANG PERSAINGAN USAHA ANGKUTANUDARA  BERIADWAL,
AGAR BATAS BAWAHTIDAK DIBERLAKUKAN

KEPADA MENTER| PERIN-DAGTENTANGTATA NIAGAGULA IMPOR
KEPADA PRESIDEN RI, TENTANG INPRES PELAYARAN
KEPADA BOTASUPALTENTANG HARGA PENCETAKAN WARKAT

KEPADA BUPATI GARUT TENTANG PELELANGAN TERBATAS GOR GARUT

KEPADA MENTER| NAKERTRANS TENTANG ASURANSITKI

KEPADA MENTERI KOMINFOTENTANG SEKTORTELEKOMUNIKASI

KEPADA MENTER) HUKUM DAN HAMTENTANG STATUS PERUSAHAANYANG TIDAK
JELASYANG DIPERIKSA KPPU

KEPADA BKPMTENTANG STATUS PERUSAHAAN YANG TIDAKJELASYANG DIPERIKSA
KPPU

KEPADA MENTERI KEUANGANTENTANG ASURANSI RESIKO KHUSUS GEMPA BUM)
KEPADA MENDAGRITENTANG ASURANSI ATAS BARANG MILIK PEMDA

KEPADA MENAKERTRANS TENTANG PENGADAAN KENDARAAN PEMULANGANTI]
KEPADA MENTERI ESDMTENTANG RUL KETENAGA LISTRIKAN

Sumber: KPPU (2005),
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berbieda diwawancarai mengenai persep-
sinya terhadap kinerja KPPU. Institusi
pertama adalah PT. Pertamina selaku ter-
lapor dalam perkara penjualan tanker
VLCC yang telah diputus oleh KPPU
dengan nomor putusan 07/KPPU-L/2005.
Institusi kedua adalah PT. Sucofindo dan
PT. Surveyor Indonesia yang dilaporkan
dalam perkara penyediaan jasa surveigula
impor dengan putusan KPPU nomor 08/
KPPU-172005.

Untuk mengetahui persepsi dari
paraterlapor, kepada para responden ter-
sebut diajukan beberapa pertanyaan
mengenai (1) keberadaan dan tupoksi
serta kelembagaan KPPU, (2} prosedur
penanganan kasus oleh KPPU, dan (3}
cara kerja KPPU dalam menangani per-
kara. Responden secara umum menyam-
paikan persepsinya sebagai berikut:

1. KPPU sudah dikenal dengan baik oleh
para responden;

2 Kinerja KPPU dalam menangani
perkara belum memuaskan karena:

a. data yang diberikan oleh pelapor
dan dijadikan dasar untuk memu-
tuskan perkara tidak dicek ulang
{cross check) kepada terlapor;

b. para penyidik dan pemeriksa pada
umumnya tidak memahami per-
masalahan secara menyeluruh dan
hanya mengetahui persoalan dari
satu sisi;

¢ para penyidik tidak mengetahui
substansi perkara secara menda-
lam karena mereka bukanlah ahli
dalam substansi yang dilaporkan;

3. Para anggota KPPU menunjukkan si-
kap praduga bersalah terhadap ter-
lapor;

4, Dalam beberapa hal KPPU terlalu ber-
pihak pada pelapor (kurang netrall;

Vol 2No. 1, Agustus 2006 (63 -84)

5 Kinerja KPPU seyogyanya bukan
divkur dari jumlah laporan yang di-
tangani dan jumlah perkara yang di-
putuskan, melainkan diukur dari kua-
lias putusan dan keadilan dalam peng-
ambilan keputusan.

Pembandingan KPPU dengan Komilsl
SerupadiNegaralaln

Berbagai lembaga yang serupa de-
ngan KPPU telah didirikan di berbagai
negara dalam bentuk dan kewenangan
yang berbeda. Data Federal Trade Com-
mission of USA {FTC} menyatakan ter-
dapat 105 negara di seluruh dunia yang
telah memiliki lembaga yang berfungsi
untuk mengawasi persaingan usaha
yang sehat (FTC 2006). Tabel 4 menyaji-
kan perbandingan berbagai aspek dari
lembaga semacam KPPU di beberapa
negara. Negara-negara tersebut dikelom-
pokkan menjadi:

1. Megara yang memelopori pengaturan;

2. Negara maju (developed countries);

3. Negara berkembang {developing
countries);

4. Negara di kawasan ASEAN,

Pembandingan aspek-aspek dari
lembaga-lembaga tersebut adalah seba-
gai berikut:

1. Nama. Namalembaga di tujuh negara
yang diperbandingkan mewakili em-
pat kata yaitu: (1} kompetisi, (2} persa-
ingan usaha, {3} perdagangan, dan (4}
perdagangan yang adil (fair trade);

2 Dasar Pendirian. Semualembaga yang
diperbandingkan didirikan berdasar-
kan UU;

3. Sifat Organisasi. Sifat lembaga sangat
beragam yaitu: {1}independen, (2) quasi
Jjudicial, dan (3) organisasi di bawah satu
departemen teknis {fine department).
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Sebagian besar lembaga dinegara yang
diperbandingkan bersifat independen
yaitu di Indonesia, Inggris, Jerman,
Afrika Selatan, dan USA. Hanya satu ne-
gara yang bersifat quasi judicial yaitu
di Jepang. Di Thailand lembaga ini
berada di bawah departemen teknis;
. Sifat Sanksi. Sanksi yang diputuskan
oleh lembaga pada umumnya bersifat
administrasi dan diperlukan lembaga
lain untuk melakukan eksekusi. Namun
di Jepang, sanksi yang diputuskan ber-
sifat sanksi hukum;

. Institusi Penanganan Banding. Apabila
merasa tidak berkenan terhadap putus-
an perkaranya, pihak terlapor dapat
mengajukan sanggahan atau banding.
Umumnya pengajuan banding disam-
paikan ke pengadilan {court) dan kemu-
dian naik ke Mahkamah Agung (Supreme
Court). Namun di beberapa negara, lem-
baga yang menangani proses banding
ini didirikan secara khusus, misalnya
di Jerman dan Afrika Selatan. Namun
di Thailand, perkara bandingnya dipu-
tuskan langsung oleh lembaga komisi
ity sendiri;

. Status Perkara Banding. Di semua ne-
gara yang diperbandingkan, perkara
banding {appeal} bersifat peninjauan
kembali {PK) dari perkara, Dalam pro-
ses ini terhukum bisa memberikan
keterangan baru dan bukti baru se-
hingga hukuman dapat lebih ringan
atau bahkan tebih berat. Di antara ne-
gara-negara yang diperbandingkan,
hanya di Indonesia perkara banding
dianggap sebagai gugatan terhadap
keputusan KPPU sehingga KPPU da-
lam hal ini didudukkan sebagai pihak

tergugat sampai perkaranya diputus’

oleh Mahkamah Agung;

Vol 2 Na. 1, Agustus 2000 {3 - 84)

7. Substansi yang Diatur. Substansi yang

diatur dan diawasi oleh lembaga ini
umnumnya tertuvang dalam UU terkait.
Umumnya menyangkut struktur eko-
nomi dan perilaku pelaku usaha. Dalam
kaitan ini substansi yang paling leng-
kap diatur dan menjadi tugas lem-
baga komisi adalah KPPU di Indonesia;
Keanggotaan.Padaumumnya anggota
lembaga komisi dipilih secara langsung
oleh masyarakat, disahkan ofeh parle-
men dan dikeluarkan putusannya oleh
kepala negara. Namun di beberapa
negara, anggota lembaga komisi di-
tunjuk secara langsung. Di Thailand,
anggota dan ketua lembaga komisi
bahkan dipegang oleh pejabat dari
Departemen Perdagangan Dalarm Ne-
geri. Di sermua negara yang diperban-
dingkan, lembaga komisi dilengkapi
dengan sekretariat dan pegawai sek-
retariat yang berperan sangat penting
membantu para anggota komisi. Bah-
kan di Inggris lembaga koemisi juga
dilengkapi dengan Specialist Panel atau
kumpulan ahli yang membantu komisi
sesuai bidangnya, misalnya bidang
utifity, telecommunication, dan water
supply. Jumlah staf sekretariat ini ber-
pengaruh pada kinerja lembaga komisi.
Namun begitu, mengingat tugas
utama lembaga komisi adalah pene-
gakan hukum maka jumlah investiga-
tor atau penyidik haruslah memadai.
Di Jepang misalnya, pada tahun 2005
jumlah investigator mencapai 360
orang dan jumlah staf sekretariat se-
banyak 706 orang. Di Indonesia, pada
tahun 2005 jumlah investigator di KPPU
hanya 19 orang atau hanya 17 persen
dari jumlah total pegawai. Kekurangan
tenaga investigator ini akan meme-
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ngaruhi kinerja KPPU dalam mena-
ngani laporan dan perkara;

9. Badan Serupa (Pelengkap). Dari hasil
pembandingan yang dilakukan diketa-
hui terdapat beberapa negara yang
mendirikan lembaga lain yang memi-
liki fungsi sama dan bekerja saling
melengkapi. Namun terkadang terjadi
tumpang tindih {overfop) seperti yang
terjadi di Amerika Serikat antara FTC
dan Antitrust Division pada Attorney
General’s Office. Pada kenyataannya
FTC dipengaruhi oleh legislatif sedang-
kan Antitrust Pivision dipengaruhi
oleh eksekutif. Oleh karena itu penga-
dilan {court) merupakan ajang adu
kekuatan dari putusan FTC dan putus-
an Antitrust Division;

10.Sumber Dana. Pada umumnya berba-
gai lembaga komisi ini memiliki sum-
ber dana atau anggaran mandiri da-
larn arti bahwa mereka memiliki mata
anggaran sendiri yang bersumber dari
sumbangan dan hasil denda yang di-
bayarkan oleh terhukum. Namun di
Thailand, Inggris dan Indonesia, sum-
ber dana lembaga kemisi dititipkan
padaanggaran departemen teknis (line
department);

11.Sumber Informasi. Informasi yang di-
jadikan bahan pengusutan lebih lan-
jut umumnya didapatkan dari laperan
masyarakat dan dari inisiatif lembaga
komisi.

Analisis di atas menyimpulkan bah-
wa pranata, dasar hukum dan kewenang-
an yang dimiliki oleh KPPU di Indonesia
telah sesuvai dengan keadaan umum lem-
baga komisi di sejumlah negara di dunia.
Bahkan KPPU memiliki kewenangan dan
tugas untuk mengawasi substansi yang
lebih luas dan menyeluruh dari segenap

aspek persaingan usaha yang sehat.

Kelemahan KPPU bila dibandingkan de-

ngan negara lain adalah;

1. KPPU diposisikan sebagai tergugat
pada tingkat banding;

2 Sumber dana masih di bawah depar-
ternen teknis yaitu Departemen Per-
dagangan;

3. Investigator di KPPU masih sangat
kurang.

KESIMPULAN DAN SARAN KEBUAKAN
Kesimpulan

1. KPPU merupakan lembaga yang bersifat
independen, bukan struktural peme-
rintah dan dapat dikategorikan sebagai
organisasi quangos (Quasi-autonomous
Non-Governmental Organizations).

2. KPPU menjalankan fungsi ganda yakni
fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif.

3. Meskipun KPPU masih menghadapi
berbagai kendala, KPPV telah menun-
jukkan kinerja yang masuk ke dalam
kategori sedang.

4, Sinergi dan kerja sama antara KPPU dan
berbagai instansi terkait, terutama ins-
tansi-instansi yang menjalankan kewe-
nangan yudikatif, belum berjalan de-
ngan harmonis.

5. Dalamlima tahun keberadaannya, KPPU
telah berupaya menegakkan filosofi
pengaturan persaingan usaha yang
sehat di Indonesia untuk menciptakan
kesejahteraan masyarakat (socialwelfare).

Saran Kebljakan

1. Harus dipersepsikan bahwa UU No. 5
Tahun 1999 bukanlah UU anti
monopoli, melainkan UU anti per-
saingan usaha tidak sehat.

2 Sosialisasi UU No.5 Tahun 1999 dan
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keberadaan KPPU harus lebih diting-
katkan agar seluruh lapisan masya-
rakat mengetahui dan mengenalnya.
3. Dalam proses banding suatu putusan
KPPU, hendaknya KPPU tidak diposi-
sikan sebagai tergugat Proses banding
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